
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR 33 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a. bahwa sehubungan dengan perubahan pagu Dana 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pembayaran 

insentif tenaga kesehatan daerah pada Dinas Kesehatan 

dan perubahan belanja pada kegiatan Perencanaan dan 

Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2020 

pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ser ta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera h 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratura n 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka 

Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentan g 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggara n 2020 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 

Tahun 2020, perlu d iubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimba n gan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapka n Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 

8 1 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Penda patan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ; 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan 

Pemerintahan 

dan Pengawasan 

Daerah (Lembaran 

Penyelenggaraan 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07 / 2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun 

Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 / 2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 377); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 1); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2020 Nomor 11); 

23. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 46); 

24. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2019 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 

Nomor 15); 

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia Nomor S-281/PK/2020 tanggal 9 Juli 2020 

tentang Penyampaian Rincian Alokasi BOK Tambahan 

TA.2020; 

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-

30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 tentang Jadwal 

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 

2019 (Seleksi Kompetensi Bidang/ SKB); 

3. Surat BKN Nomor: E. 26-30/V 119-2/99 tanggal 30 Juli 

2020 tentang Spesifikasi Komputer Client untuk Titik 

Lokasi Mandiri SKB CPNS Formasi Tahun 2019. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 

2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2019 Nomor 81) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 

Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 

Nomor 15) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 terdiri atas 
1. Pendapatan Daerah : 

a. Semula 

b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah 

perubahan 

2. Belanja Daerah: 

a. Semula 

b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja setelah 

perubahan 

Surplus / ( Defisit ) Setelah 
Perubahan 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan 

Rp.2.507 .879. 900.336,48 

( Rp. 210.320.377.399,30 ) 

Rp. 2.297.559.522.937,18 

Rp.2.602. 910. 763.381,48 

Rp. 208.460.788.599,30 ) 

Rp. 2.394.449.974.782,18 

( Rp. 96.890.451.845,00) 

1) Semula Rp. 95.176.627.045,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.859.588.800,00 

Jumlah Penerimaan 

setelah perubahan Rp. 97.036.215.845,00 
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b. Pengeluaran 

1) Scmula Rp. 145.764.000,00 

2) Bertambah / (berkurang) R12. 0 ,00 

Jumlah Pengeluaran 

setelah perubahan Rp. 145.764.000,00 

Jumlah Pembiayaan neto 

setelah perubahan Rp. 96.890.451.845,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah Perubahan Rp. 0,00 

2. Ke tentu a n d a lam Lampiran II rekening 1.02.01 Dinas 

Kesehatan, 4.04.05 Sadan Pengelolaan Keuangan dan Asel 

Daera h , dan 4 .05.06 Sadan Kepegawaian Pcndidikan dan 

Pe latihan, diubah sebagaima na lercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian lidak tcrpisahkan dari Pcraluran 

S upati ini. 

Pasal II 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada saal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerin tah kan 

pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Dacrah Kabupaten Mojokerlo. 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal f ,t,.tr~ ~O;l...C 

Diletapkan di Mojokerto 

pada langgal 1 ~..,s-\-0~ ,;l.(),,_o 

BUPATI MOJOKERTO, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPA N MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 3~ 


